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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan
Keuangan Dana Desa Pada Desa Mata Air Kecamatan kupang Tengah Kabupaten
Kupang, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
pengellaan keuangan dana desa pada desa Mata Air pada tahun 2018 sampai
dengan tahun 2020 sudah menjalankan siklus keuangan desa dengan baik mulai
dari penyusunan rencana anggaran hingga pada siklus pertanggungjawaban
anggaran dana desa. Sehingga dapat dikategorikan efektif hanya saja pengaruhnya
adalah penundaan terhadap pencairan dana desa pada tahun berikutnya.

untuk mengetahui penerapan Permendagri No. 113/2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Mata Air kecamatan kupang tengah
kabupaten kupang mengetahui hambatan dalam penerapan; dan upaya yang harus
dilakukan dalam penerapan Permendagri No. 113/2014 di Desa Mata Air
kecamatan kupang tengah kabupaten kupang. Metode kualitatif-deskriptif
digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data mengenai
pengelo-laan keuangan Desa yang ditemukan di lapangan kemudian ditarik
sebuah kesimpulan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi dokumentasi dan
wawancara. Kemudian teknik analisis data cara mereduksi, menyajikan hingga
memverifikasi data. Hasil dari penelitian ini yaitu secara garis besar pengelolaan
keuangan Mata Air belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor
113/2014. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya dalam perencanaan Desa
tidak tepat waktu menyampaikan Raperdes tentang APBDesa. Dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan bertentangan dan tidak sesuai dengan Permendagri.
Kemudian, laporan setiap bulan tidak disampaikan kepada Kepala Desa. Serta
pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal.
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Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan
Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa.

1.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan.

Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana
teknis pengelolaan keuangan desa.

Bendahara. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
Bendahara mempunyai tugas : Menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :

1.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan: Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
Pelaksanaan.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Penatausahaan.

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum; buku
Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank.

Pelaporan.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan
semester akhir tahun.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban
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Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun
anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan
dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa dilampiri.

format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan

format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
berkenaan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang masuk ke desa.

Kata kunci : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban
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